
pedoman penilaian pemekaran/pembentukan kabupaten/kota/propinsi (pelaksanaan PP no. 129 tahun 2000)

Syarat/Kriteria Indikator Sub Indikator

Kemampuan Ekonomi 1. PDRB 1. PDRB perkapita
 2. Pertumbuhan ekonomi

3. Kontribusi PDRB terhadap PDRB Total

2. Penerimaan Daerah Sendiri 4. Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap pengeluaran rutin
5. Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap PDRB

INDIKATOR TERSEDIA
(menurut PP no. 129 tahun 2000)
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Potensi  Daerah 3. Lembaga Keuangan 6. Rasio bank per 10.000 penduduk
 7. Rasio bukan bank per 10.000 penduduk

4. Sarana dan Prasarana Ekonomi 8. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk
9. Rasio pasar per 10.000 penduduk

5. Sarana Pendidikan 10. Rasio SD per penduduk usia SD
11. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP
12. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA
13. Rasio penduduk usia perguruan tinggi per penduduk usia 19 tahun ke atas
 

6 Sarana Kesehatan 14. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk
15. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk
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7. Sarana Transportasi dan 16. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2-3 atau perahu motor
    Komunikasi 17. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau

      kapal motor
18. Persentase pelanggan telepon terhadap jumlah rumah tangga
19. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga
20. Rasio kantor pos  termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk
21. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor

8. Sarana Pariwisata 22. Jumlah hotel/akomodasi lainnya
23. Jumlah restoran/rumah makan
24. Jumlah obyek wisata

9. Ketenagakerjaan 25. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun 
      ke atas
26. Tingkat partisipasi angkatan kerja
27. Persentase penduduk bekerja
28. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk

Sosial Budaya 10. Tempat Peribadatan 29. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk

11. Tempat/Kegiatan Institusi Sosial 30. Rasio tempat pertunjukan seni per 10.000 penduduk
 31. Rasio panti sosial per 10.000 penduduk
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12. Sarana Olah Raga 32. Rasio fasilitas olahraga per 10.000 penduduk

Sosial Politik 13. Partisipasi masyarakat dalam 33. Rasio penduduk yang ikut pemilu terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih
      berpolitik

14. Organisasi Kemasyarakatan 34. Jumlah organisasi kemasyarakatan

Jumlah  Penduduk 15. Jumlah Penduduk 35. Jumlah penduduk

Luas daerah 16. Luas Daerah 36. Rasio jumlah penduduk urban terhadap jumlah penduduk *) 
37. Luas wilayah keseluruhan
38. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

Lain-lain 17. Keamanan dan ketertiban 39. Angka kriminilitas per 10.000 penduduk
 
18. Ketersediaan sarana dan 40. Rasio gedung yang ada terhadap kebutuhan minimal gedung pemerintahan
      prasarana Pemerintahan
 41. Rasio lahan yang ada terhadap kebutuhan minimal untuk sarana dan prasarana

      pemerintahan

19. Rentang Kendali 42. Rata-rata jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota Propinsi/Kabupaten Induk)
43. Rata-rata lama waktu perjalanan dari kecamatan ke Pusat Pemerintahan
      (Ibukota Propinsi/Kabupaten Induk)
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